
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAIT BUPATI I{ALMAIIERA BARAT
NOMOR: tg /KpTSl r l2aZ3

TENTANG

STAI" I{HUSUS SUPATI IIALMAIIERA BARAT BIDAI{G PEMERNYTAIIAIT
DALITM MEIIIDUKUITG PEIIIYELEITGGARAAIT PEMERIITTAIIAIT DAERAII

HABUPATEIT IIAI,MAIIERA BAAAT
TAlrulr 20/23

BUPATI HALMATIERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa daLam rangka menata dan menselaraskan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang Pemerintatran secara berdaya guna dan berhasil
guna agar berjalan sesuai ketentuan peratural perundang-undangan,
maka diperlukal penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber d*y*
aparatur bidang Pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

b- bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan d^alarn
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh pemerintah
Kabupaten Halm4[era Barat khususnya dibidang Pemerintahan sertauntuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat d,ibutuhkan
keberadaan staf Khusus Bupati Bidang pemerintahan dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebageimana dimaksud datam huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halm6hsrs Barat
tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang pemerintahan
Dalam Mendukung Penyelenggaraar pemerintahan Daerah Kabupaten
Helmahsra Barat Tahun 2O23;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 6o rahun 19s8 tentang penetapan undang-
undang Nomor 23 Damrat Tahun 19sr tentang Fembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;
undang-undang Nomor 28 Tatrun Lggg tentang penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahal atas
undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi
Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maruku Tenggara
Bara!
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara;
undang-undang Nomor 5 Tahun zal4 tentang Aparatur sipil
Negara;

8. Unriang-unriang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun ')OL4 tentang Administrasi

Pemerintahan;
l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
l1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 200s tentang Dana
Perimbangan;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Q16 tentang perangkat
Daerah;
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL7 tentang Pembinaal dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

l6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2A14 tentang Peraturan
Pel:aksalaan Undang-undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12A Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Hnlmahera Barat Nomor 2 Tahun 2O2L
tentamg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatefl Halmafusra Barat
Nomor 6 Tahun 2416 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halrnahera Barat;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2A22
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tatrun Anggaran 2O23;

2l.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2O Tahun 2021 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahgla Barat Nomor 10
Tahun 2AL6 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

2?.Peraturan Bupati Halrna-hera Barat Nomor 69 Tahun 2A22 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Helmafuera Barat Tahun Anggaran 2A23;

MEMUTUSKAIY :

Mengangkat Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang
Pemerintahan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahal Dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun
terhitung mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31
Bulran Desember Tahun 2023.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-uraktu
dapat ditinjau danlatan diakhiri bilamana tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentalgan dengan
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-ha1 lain yang
bersifat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahaa Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan
kine{a dengan besaran Rp. 7.5OO.OOO,- {Tujuh Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah).

StE-f Khusus Bupati Bidang Pemerintahan Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak
sebagaimala dimaksud pada Diktum Kedua dapat pula diberikan
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan Datam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan bantuan biaya
pery'alanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri)
disetarahkan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan palam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebirjakan

Bupati Bidang Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintatran
Daerah ya:rg mencakup pelayanan administrasi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

b. Melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan yang
urgen dan strategis di bidang Pemerintahan;

c. MenSrusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintatran daerah bidang Pemerintahan;

d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan
Daerah bidang Pemerintahan agar sesuai dengan Visi dan Misi
Bupati serta kebutuhan Daerah;

e. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan, dalam menjalankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaForkan kepada
Bupati.

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten 1{almahera Barat Tahun Anggaran 2A23.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Jailolo
LJ 2023

BUPATI RA BARAT,

uari

Tembu,saru Disampaikan kepadaYth ;
i. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4- Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

JA]VIES UAIttG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : tF /KPTS/ I /2023
TANGGAL : ? JANUARI2O23

TENTANG : DAFTAR SUSUNAJ.I STAF KHUSUS BUPATI HALMA}IERA BARAT BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM MBNDUKUNG PBIVYELENGGARAA}I
PtrMtrzuNTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A23

NO. NAMA JABATAN
BESARAN

TUNJANGAN
KET.

1 KRISTOFEL SAKALATY, SH., MH
Staf Khusus Bupati

Bidang Pemerintahan
Rp.7.5O0.OOO,-

2 FAHMI ALBAAR, S. IP
Staf Khusus Bupati

Bidang Pemerintahan
Rp.7.500.000,-

ERA BARAT,

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Hukum &
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